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BAB II 

ZINA DAN PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM  

  

 

A. Zina dalam Hukum Pidana Islam. 

1. Definisi zina 

       Zina (  adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak (  الزنا

memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang 

perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan 

kehidupan keluarga dan masyarakat.1 Diterangkan dalam firman Allah Swt 

pada surah Al-isra’ayat 32 yaitu: 

 وَلا تَ قْربَوُا الزِِّنََ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.2 

 

       Zina merupakan suatu jalan yang buruk dan keji, zina juga dapat 

diibaratkan seperti memakai barang yang bukan miliknya. Para ulama 

mengartikan zina dengan susunan kalimat yang berbeda-beda namun 

isinya sama. Mazhab Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah 

perbuatan mukalaf yang menyetubuhi farj anak adam yang bukan miliknya 

dan disengaja.3 

                                                           
1 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 37. 
2 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 2001), 429. 
3 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamy 

Muqaranan bil Qonunil Wad’iy) Jilid IV, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT 

Karisma Ilmu,2007), 153. 
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       Mazhab Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan lelaki 

yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan 

menyerupai milik.4 Mazhab Syafiiyah mendefinisikan bahwa zina adalah 

memasukkan zakar ke dalam farj yang haram tanpa ada syubhat dan secara 

naluri mengundang syahwat.5 Mazhab Hanabilah mendefinisikan bahwa 

zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.6 Mazhab Zahiriyah 

mendefinisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak halal 

dilihat, padahal ia tahu hukum keharamanya, atau persetubtuhan yang 

diharamkan.7 Mazhab Zaidiyah mendefinisikan bahwa zina adalah 

memasukkan kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul 

maupun dubur tanpa ada syubhat.8  

       Dari beberapa definisi diatas dapat tampaklah bahwa para ulama 

memberikan definisi yang berbeda tentang zina. Akan tetapi, mereka 

sepakat bahwa zina adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.  

2. Unsur-unsur perzinahan  

       Dari definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, 

mereka bersepakat bahwa unsur-unsur jarimah zina ada dua, yaitu:  

a. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina. 

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam 

kemaluan. Ukurannya adalah apabila zakar (kemaluan lelaki) telah 

                                                           
4 Ibid., 153. 
5 Ibid., 154. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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masuk ke dalam farj (kemaluan wanita) walaupun sedikit. Juga 

dianggap sebagai zina meskipun ada penghalang antara zakar dan farj, 

selama penghalangnya tipis dan tidak  menghalangi perasaan dan 

kenikmatan bersenggama. Disamping itu, kaidah untuk menentukan 

persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan 

pada miliknya sendiri (bukan dalam ikatan perkawinan).9 

b. Sengaja bersetubuh atau adanya kesengajaan melawan hukum. 

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu persetubuhan 

padahal ia tahu yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan 

baginya, juga perempuan yang berzina, menyerahkan dirinya dan tahu 

bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya. Hal ini jelas 

sekali adanya kesengajaan melawan hukum, baik orang yang belum 

menikah ataupun orang yang sudah menikah mengetahui bahwa 

persetubuhan tersebut bukan dalam ikatan perkawinan. 

3. Macam-macam zina dan hukumnya. 

       Zina dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Zina ghayru muh}s}an (  ٌزنََ   غَيْ    مُُْصَن  ) 

Zina ghayru muh}s}an yaitu zina yang dilakukan orang yang belum 

pernah menikah. Had (hukuman) bagi pelaku zina ghayru muh}s}an di 

jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain 

selama 1 tahun. Dalam Alquran Surah An-Nur Ayat 2 juga dijelaskan: 

                                                           
9 A.Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam. (Jakarta : PT. Grapindo 

Persada, 1997), 43. 
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هُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ وَلا تََْخُذْكُمْ بِِِمَا رأَفَْةٌ فِِ  تُمْ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ دِينِ اللََِّّ إِنْ كُن ْ

 تُ ؤْمِنُونَ بِِللََِّّ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَ هُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَ 

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) 

agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 

sekumpulan dari orang-orang yang beriman.10 

       Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya 

khalifah (kepala negara) atau orang-orang yang ditugasi olehnya 

seperti kadi (hakim). kadi (hakim) memutuskan perkara pelanggaran 

hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara 

tersebut kadi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan syara’. 

Yang harus dilakukan pertama kali oleh kadi adalah melakukan 

pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah 

terjadi. 

b. Zina muh}s}an (  ٌزنََ  مُُْصَن ) 

Zina muh}s}an yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat 

tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda 

atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina muh}s}an, yaitu 

dicambuk seratus kali kemudian dirajam (dilempari batu sampai ia 

mati). 

                                                           
10 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 2001), 543. 
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قاَلَ: كَانَ نَبُِّ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أنُْزلَِ عَلَيْهِ الوحي  عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه

ا سُرِّيَِ عَنْهُ  قاَلَ: خُذُوا كُرِبَ لِذَلِكَ وَتَ ربََّدَ لَهُ وَجْهُهُ قاَلَ: فَأنُْزلَِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَ وْمٍ فَ لُقِيَ كَذَلِكَ, فَ لَمَّ

 لََنَُّ سَبِيلًا الث َّيِّبُ بِِلث َّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِِلْبِكْرِ الث َّيِّبُ جَلْدُ مِائةٍَ ثَُُّ رَجْمٌ بِِلِْْجَارةَِ عَنِّّ فَ قَدْ جَعَلَ اللََُّّ 

 وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائةٍَ ثَُُّ نَ فْيُ سَنَةٍ 

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit r.a: Apabila wahyu 

diturunkan oleh Allah kepada beliau, raut wajah beliau tampak 

berubah menjadi sedih. Pada suatu hari diturunkan wahyu kepada 

beliau, beliau bersabda, “Terimalah hukum dariku. Sesungguhnya 

Allah telah memberikan jalan untuk mereka, yaitu hukum zina bagi 

orang yang sudah pernah menikah dan orang yang belum pernah 

menikah. Pezina yang sudah pernah menikah, didera seratus kali, 

kemudian dirajam dengan batu, sedangkan pezina yang belum 

pernah menikah, didera seratus kali kemudian dibuang selama satu 

tahun.11 

 

       Adapun wanita hamil dan orang sakit, pelaksanaan hukum atasnya 

ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh 

dari penyakitnya, karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan 

kepada orang yang melakukannya. Soal hukuman bagi para pezina 

mush}s}an dan ghayru muh}s}an banyak perbedaan pandangan.  

      Menurut Imam Zahiri pelaku zina muh}s}an (pelaku zina yang telah 

kawin) mendapat hukuman rangkap yaitu dera dahulu kemudian rajam. 

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi’i juga 

berpendapat,  hukuman rajam, yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina 

muh}s}an sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan 

                                                           
11 Mochtar Zoerni,Syinqithy Djamaluddin, Ringkasan Shahih Muslim, (Bandung: Mizan, 2002),  

563. 
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zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafii hukuman 

rajam sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muh}s}an karena si 

pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, 

dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi 

keluarganya, masyarakat, dan negara.12  

     Menurut Imam Syafii, hukuman dera yang relatif ringan patut diberikan 

kepada pelaku zina yang belum kawin (ghayru muh}s}an), karena si 

pelaku masih hijau, dalam artian belum berpengalaman, maka dengan 

hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga 

ia tidak mau mengualangai perbuatannya yang tercela.13 

4. Ih}s}a<>n dalam rajam  

       Dalam uraian diatas telah dijelaskan bahwa hukum Islam 

membedakan hukuman untuk zina muh}s}an dan zina ghayru muh}s}an. 

Perbedaan ini menunjukan hukuman untuk zina muh}s}an lebih berat dari 

zina ghayru muh}s}an. Yang menyebabkan hukuman zina muh}s}an lebih 

berat adalah sifat ih}s}a>n-nya ini. Dengan demikian, ih}s}a>n dijadikan 

syarat untuk diterapkanya hukuman rajam, dan apabila tidak ada ih}s}a>n 

maka tidak ada rajam.14 Ih}s}a>n sebagai syarat dalam hukum rajam 

merupakan kumpulan dari beberapa syarat yang dirangkum menjadi satu 

atau kumpulan dari beberapa hal yang sebabnya sama. syarat-syarat itu ada 

maka ihshon dianggap ada. Di bawah ini dijelaskan beberapa hal yang 

berkaitan dengan ih}s}a>n  yaitu: 

                                                           
12 Zuhdi, Masjfuq, Masail Fiqhiyah, (.Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 35-36. 
13 Ibid., 35-36. 
14 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam..., 186. 
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1. Pengertian Ih}s}a>n. 

Ih}s}a>n menurut arti bahasa adalah ‘masuk ke dalam benteng’. 

Dalam Alquran, ih}s}a>n ini diartikan dengan beberapa arti sebagai 

berikut: 

a. Ada yang bermakna mengawinkan, seperti dalam firman Allah 

Surah An- Nisaa’ ayat 24: 

لاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِ   

“Dan (diharamkan bagi kamu) perempuan (yang telah bersuami) 

kecuali hamba sahaya (tawanan perang) yang kamu miliki…”.15 

b. Ada yang bermakna merdeka, seperti dalam firman Allah Surah 

An-Nisaa’ ayat 25: 

وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ مِنْ كُمْ طَوْلًا أنَْ يَ نْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْْاَنُكُمْ مِنْ 

 فَ تَ يَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 

“Dan barangsiapa diantara kamu yang tidak mempunyai biaya 

untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka 

(dihalalkan menikahi perempuan) merdeka yang beriman dari 

hamba sahaya yang kamu miliki...”.16 

c. Ada yang bermakna terpelihara, seperti firman Allah iffah dalam 

Surah At-Tahrim ayat 12: 

 وَمَرْيَََ ابْ نَتَ عِمْراَنَ الَّتِِ أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا

“Dan (ingatlah) Maryam putri Imran yang ‘ah}s}an’ 

kehormatannya...”.17 

d. Ada yang bermakna Islam dan pernikahan, seperti dalam firman 

Allah dalam Surah An-Nisaa’ ayat 25: 

                                                           
15 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 2001), 120. 
16 Ibid., 121. 
17 Ibid., 952. 
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 فإَِذَا أحُْصِنَّ فإَِنْ أتََ يَْ بفَِاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ 

“Apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, tetapi 

mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka (hukuman) 

bagi mereka setengah dari (hukuman) perempuan-perempuan 

merdeka (yang tidak bersuami)...”.18  

e. Ih}s}a>n juga bermakna merdeka, baligh, dan terpelihara. Seperti 

dalam Surah An-Nuur ayat 4: 

 وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُُّ لََْ يََتْوُا بِِرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَ جَلْدَةً 

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang 

baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi 

maka deralah mereka delapan puluh kali...”.19 

2. Syarat ih}s}a>n. 

Untuk terwujudnya sifat ih}s}an dalam diri orsng yang melakukan 

zina, harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat ini sebagian 

diantaranya telah disepakati oleh para ulama dan sebagian lagi masih 

diperselisihkan. Adapun syarat-syarat ih}s}a>n dalam rajam yaitu: 

a. Persetubuhan dalam pernikahan yang sah. 

Persetubuhan yang dilakukan dalam naungan pernikahan yang sah 

merupakan syarat adanya ih}s}a>n. Persetubuhan ini harus 

persetubuhan pada kubul (kemaluan). Akad nikah semata tanpa 

persetubuhan tidak menimbulkan status ih}s}}a>n. Demikian pula 

persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan seperti pernah 

berzina, tidak menyebabkan timbulnya ih}s}a>n. Demikian pula 

perkawinan harus perkawinan yang sah. Disamping itu, 

                                                           
18 Ibid., 121. 
19 Ibid., 543-544. 
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persetubuhan yang dilakuakan dalam perkawinan yang sah tersebut 

bukan persetubuhan yang diharamkan contohnya persetubuhan 

pada saat haid atau pada saat sedang puasa ramadhan.20 

b. Baligh dan berakal. 

Baligh dan berakal merupakan syarat adanya kecakapan (ahliyah) 

bagi seseorang untuk dapat dikenakanya hukuman apabila ia 

melakukan jarimah. Hanya saja keduanya (baligh dan berakal) juga 

disyaratkan untuk timbulnya ih}s}a>n, karena adanya kedua syarat 

tersebut pada saat melakukan jarimah tidak cukup untuk timbulnya 

ih}s}a>n. Dengan demikian persetubuhan yang menimbulkan 

ih}s}a>n adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang baligh 

dan berakal. Apabila terjadi persetubuhan dari anak yang masih 

dibawah umur atau orang yang gila, kemudian ia baligh dan 

berakal (sembuh dari gilanya) beberapa waktu kemudian maka ia 

tidak dianggap muh}s}an, karena persetubuhan yang lalu itu. 

Apabila ia berzina maka termasuk ghayru muh}s}an 

akan tetapi ada sebagian dari pengikut mazhab Syafii yang 

berpendapat bahwa persetubuhan yang terjadi sebelum baligh dan 

pada waktu gila dapat menyebabkan ih}s}a>n. Akan tetapi, 

pendapat ini merupakan pendapat yang lemah dalam mazhab 

tersebut.21 

                                                           
20 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam..., 187. 
21 Ibid., 188. 
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c. Adanya kesempurnaan syarat untuk kedua belah pihak pada waktu 

persetubuhan. 

Untuk terwujudnya ih}s}a>n, disyaratkan pada waktu terjadinya 

persetubuhan kedua belah pihak harus sudah dewasa dan berakal 

sehat. Apabila pezina sudah kawin dan ia sudah bersetubuh dengan 

istrinya tetapi istrinya sedang gila atau masih dibawah umur maka 

pezina tersebut tergolong ghayru muh}s}an. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Akan 

tetapi, Imam Malik tidak mensyaratkan baligh dan berakal untuk 

kedua belah pihak, melainkan terdapat pada salah satu pihak saja. 

Dengan demikian menurut Imam Malik, seorang laki-laki termasuk 

muh}s}an apabila pada dirinya sudah terpenuhi syarat-syarat 

ih}s}a>n, dan wanita mampu melakukan persetubuhan walaupun ia 

masih dibawah umur atau gila. Demikian pula wanita bisa menjadi 

muh}san dengan terpenuhinya syarat-syarat ih}s}a>n dan 

dewasanya suami yang menyetubuhi walaupun ia gila. Di kalangan 

mazhab Syafii dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat 

pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu kedua 

orang yang melakukan persetubuhan harus sama-sama balig dan 

berakal. Sedangkan pendapat yang kedua sama dengan pendapat 

Imam Malik, yaitu tidak perlu keduanya balig dan berakal. Dalam 

mazhab Syiah Zaidiyah, berkaitan dengan syarat ini ada tiga 

pendapat. Pendapat pertama dan kedua sama dengan pendapat 
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Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan menurut pendapat 

yang ketiga, gila tidak meng-ihsan-kan yang sudah baligh.22 

d. Islam. 

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menjadikan Islam sebagai 

salah satu syarat ih}s}a>n. Alasan beliau adalah hadis Rasulullah 

saw. ketika beliau diminta pendapatnya oleh hudzaifah tentang 

perkawinan dengan wanita kitabiyah, Nabi Muhammad 

mengatakan : 

“Tinggalkanlah ia, karena ia (wanita kitabiyah) tidak menyebabkan 

engkau jadi ih}s}a>n.” 

Imam Syafi’i dan Imam Ahmad tidak menjadikan Islam sebagai 

salah satu ih}s}a>n. Alasan beliau adalah bahwa Nabi Muhammad 

telah melakukan atas dua orang pezina yahudi. Pendapat ini 

didukung oleh abu yusuf murid Imam Abu Hanifah, kelompok 

Zahiriyah, dan salah satu pendapat dari Syiah Zaidiyah. Dengan 

demikian apabila seorang laki-laki Muslim yang menikah dengan 

wanita kitabiyah melakukan zina, maka mehurut Imam Abu 

Hanifah ia tidak dirajam karena tidak dianggap muhshon. 

Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad, 

Zahiriyah, dan sebagian Syiah Zaidiyah ia dikenai hukuman rajam, 

                                                           
22 Ibid., 190. 
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karena perkawinan dan persetubuhan dengan wanita kitabiyah 

membuatnya menjadi muh}s}an23 

 

B. Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam 

1. Definisi penganiayaan 

       Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan 

sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain.24 

Menurut Madjloes, yang dimaksud dengan penganiayaan dalam hukum 

Islam adalah dengan sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan 

cidera atau cacat pada seseorang yang terkena perbuatan itu.25 

Penganiayaan diindetikan dengan melukai, yang dalam bahasa arab 

disebut dengan istilah jirahah yang artinya pelukaan. Istilah ini 

dipergunakan dalam lapangan ilmu fiqih pada perbuatan yang melukai 

badan, menghilangkan nyawa, baik disertai dengan luka atau tidak, seperti 

membunuh dengan racun, serta tindakan-tindakan lain yang 

menghilangkan manfaat alat tubuh manusia, seperti menjadi buta, tuli dan 

lainya.  

 

 

2. Macam-macam penganiayaan 

       Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana 

penganiayaan, yaitu: 

                                                           
23 Ibid., 191. 
24 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam…, 33. 
25 Madjloes, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Jakarta: CV.Amelia, 1980), 35. 
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1. Penganiayaan ringan. 

Perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak anggota 

badan atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan 

luka saja>j atau jirahah melainkan hanya menimbulkan luka ringan 

saja seperti goresan kecil, luka sayatan kecil atau memar. Dalam hal 

ini pelaku dikenai hukuman takzir, dalam hal ini hukuman pelaku 

diserahkan kepada ulil amri.26  

2. Penganiayaan berat. 

       Perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan 

hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. Ditinjau dari 

segi objek atau sasarannya, macam-macam penganiayaan berat yaitu: 

a) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya. 

Adapun yang dimaksud dengan jenis yang pertama ini adalah 

tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lainnya 

yang disetarakan dengan anggota badan baik berupa pemotongan 

maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan 

tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, 

pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis 

bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah. 

b) Menghilangkan manfaat anggota badan  sedangkan jenisnya masih 

tetap utuh.  

                                                           
26 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 11.  
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Maksud dari jenis yang kedua ini adalah tindakan yang merusak 

manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya 

masih utuh. 

c) Al-Saja>j. 

Yang dimaksud al-saja>j adalah pelukaan khusus pada bagian 

muka dan kepala. Sedangkan pelukaan atas badan selain muka dan 

kepala termasuk kelompok keempat, yaitu jirah. Imam abu Hanifah 

berpendapat bahwa saja>j adalah pelukaan pada bagian muka dan 

kepala, tetapi khusus dibagian tulang, seperti dahi. Sedangkan pipi 

yang banyak dagingnya tidak termasuk saja>j, tetapi ulama lain 

berpendapat bahwa saja>j adalah pelukaan pada bagian muka dan 

kepala secara mutlak.27 

d) Al-Jira>h}ah}.  

Al-jira>h}ah} adalah pelukaan pada anggota badan se\ain wajah 

dan kepala. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jira>h}ah} 

ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.28 

 

 

3. Unsur-unsur jarimah penganiayaan. 

       Mengingat definisi penganiayaan telah dipaparkan diatas, maka 

penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Adanya kesengajaan (niat untuk melukai). 

                                                           
27 A.Djazuli, Fiqh Jinayah..., 11. 
28 Ibid. 
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b. Adanya perbuatan (memukul, mencambuk, menendang, dan lain-lan). 

c. Adanya obyek untuk dilukai (tubuh orang lain). 

d. Adanya akibat yang ditimbulkan (bekas luka pada tubuh/rasa sakit).29 

4. Hukuman bagi pelaku jarimah penganiayaan. 

       Pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan dibagi menjadi 

tiga bagian, yaitu:  

a. Hukuman kisas atau balasan setimpal. 

       Hal ini diberlakukan kisas atau balasan setimpal itu memang 

dapat dilaksanakan tidak melebihi dan mengurangi. Apabila seseorang 

memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia 

dikenakan kisas penganiayaan yang merusakkan anggota badan yaitu 

penganiayaan yang dilakukan dengan memakai alat yang dapat 

melukai korbannya. Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-

main atau dengan memakai alat yang tidak melukai atau karena untuk 

memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fukaha dalam hal 

ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian 

mengatakan dikisasdan sebagian lagi tidak. Sebagaimana firman Allah 

Swt di dalam Surah Al-Baqarah ayat 194:   

هْرِ الْْرَاَمِ وَالْْرُُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثِْلِ مَ  هْرُ الْْرَاَمُ بِِلشَّ ا اعْتَدَى الشَّ

َ مَعَ الْمُتَّقِيَ  َ وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ  عَلَيْكُمْ وَات َّقُوا اللََّّ

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut 

dihormati, berlaku hukum kisas Oleh sebab itu barang siapa yang 

                                                           
29 M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), 177. 
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menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya 

terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah 

beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah: 194).30 

      Ayat al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa kita harus berbuat adil 

kepada siapa pun itu, maksud dari adil tersebut yaitu memberikan 

hukuman yang setimpal pada pelaku kejahatan sesuai dengan apa 

yang dilakukannya. 

b. Hukuman diat  

       Diat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun 

bersifat hukuman diat merupakan harta yang diberikan kepada korban, 

bukan kepada perbendaharaan (kas) negara.31 Diat berlaku apabila 

hukuman kisas terhalang karena suatu sebab. Diat sebagai hukurnan 

pengganti berlaku dalarn tindak pidana penganiayaan sengaja. Diat, 

baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti 

digunakan untuk diat kamilah. Diat kamilah atau diat sempurna 

berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya. Pada 

penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam 

menjatuhkan hukuman diat antara lain dari jenis perbuatannya sendiri 

diat dibagi menjadi dua yaitu: 

1)  Diat bagi luka berat, yaitu luka sampai kelihatan tulang, dendanya 

5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka 

sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai 

                                                           
30 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya..., 47. 
31 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III. (At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamy 

Muqaranan bil Qonunil Wad’iy) Jilid IV, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT 

Karisma Ilmu,2007), 71. 
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membukus tcngkorak dendanya 1/3 dari 100 ekor unta, luka yang 

sampai kc benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke 

kulit kepala yaitu 1/3 diat penuh. Apabila seorang luka sampai 

kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya 

pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga 

dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang 

keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, 

maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 

ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat 

didenda 18 ekor unta ditambah lagi 1/3 dari diat penuh.32 Adapun 

yang dimaksud luka berat yaitu: 

a. Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui 

perut, pungung dada dan leher, maka dendanya 1/3 dari l00 

ekor unta. 

b. Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, 

misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu 

biji mata 50 ekor unta. 

c. Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka 

dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta. 

d. Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diatnya 

penuh. 

                                                           
32 http://elfayruz.blogspot.com/2011/10/diyatdenda.html. 
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e. Luka bibir: apabila merusakaan dua belah bibir dengan denda 

lengkap, jika sebelah saja 1/2 dari 100 ekor unta. 

f. Luka lidah: apabila merusakan lidah diatnya penuh jika 

terpotong setengalmya maka dityatnya 1/2 jika terpotongnya 

1/4. maka diatnya 1/4 pula. 

g. Luka gigi: tiap-tiap sebuah gigi diatnya 5 ekor unta, jika 

merusakan semua gigi maka diayatnya mengalikan jumlah gigi 

yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semnua gigi 

yang dirusakkan 32 biji maka dendanya 32 x 5 ekor unta = 160 

ekor unta. 

h. Luka tangan: merusakkan tangan diatnya 50 ekor unta untuk 

satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan.33 

i. Luka kaki: merusakkan dua kaki diatnya penuh 1/2 untuk satu 

kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda 1/10 diat yakni 10 

ekor unta. 

j. Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi 

dan sehat diyatnya 2 penuh, karena merusak manfaat dan 

memutuskan lahirnya keturunan. 

k. Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diatnya penuh 

jika satu maka 1/2 dari diat penuh. 

l. Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak 

keindahan dari wanita maka diyatnya penuh yakni 100 ekor 

                                                           
33 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), 201. 
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unta jika dirusakan keduanya, 1/2, diat jika jika yang 

dirusakan satu buah saja. 

m. Bibir kemaluan: merusakan farj wanita yang bermanfaat untuk 

membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena 

menghilangkan manfaat dan keindahannya.34 

2) Diat bagi luka ringan yaitu luka terkelupas kulit, berdarah, luka 

terguris daging, luka dalam sampai ke daging dan dan luka sampai 

ke lapis tulang, maka hukum dendanya diukur menurut dangkalnya 

luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang 

sampai dijatuhi denda 1/2, 1/3, 1/4 dari luka tulang, tergantung atas 

kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan 

hakim.35 

c. Hukuman takzir  

       Adapun beberapa pendapat dari para ulama’ yaitu: 

a. Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara takzir dengan 

kisas dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa kisas 

itu suatu hak alami. Sedangkan takzir adalah sanksi yang bersifat 

mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak 

jama'ah. Beliau juga berpendapat takzir dapat dikenakan terhadap 

jarimah pelukaan yang kisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat 

dilaksanakan karena suatu sebab hukum. 

                                                           
34 Ibid., 205. 
35 Ibid., 209. 
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b. Imam Abu Hanifah, Imam Syafii dan Imam Hambali mengatakan 

boleh dilakukan terhadap orang yang berualangkali dijatuhi 

hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi takzir 

terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi 

perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah 

diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu 

sanksinya harus ditambah. 

c. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan yang 

kosong, tongkat ataupun cambuk, itu diancam dengan hukuman 

takzir.36 

 

C. Gabungan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam 

       Teori bergandanya hukuman sudah dikenal oleh hukum Islam semenjak 

kemunculannya, tetapi tidak keseluruhannya diambil. Teori berganda dibatasi 

oleh dua teori lain yaitu: 

1. Teori saling melengkapi (Naz}ariyatut Tadah}ul) 

      Pengertian saling melengkapi adalah ketika terjadi gabungan tindak 

pidana, hukuman-hukumannya saling melengkapi, seperti halnya 

melakukan satu perbuatan. Pertama, meskipun perbuatan tindak pidana itu 

berganda, jenis semuanya satu macam, seperti pencurian yang dilakukan 

berulang-ulang, fitnahan yang berulang-ulang, atau perzinahan yang 

berulang-ulang. Hukuman atas perbuatan tersebut saling melengkapi. 

                                                           
36 A.Djazuli, Fiqh Jinayah..., 178. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43 

 
 

Artinya, hanya dikenai satu macam hukuman selama belum ada keputusan 

hakim karena jika pelaku melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang 

sama setelah ada keputusan hakim, si pelaku tetap harus dijatuhi hukuman 

yang lain.  

       Dalam hal ini, bukan penjatuhan hukuman yang dipertimbangkan, 

melainkan pelaksanaan hukuman. Karena itu, setiap tindak pidana yang 

terjadi sebelum pelaksanaan hukuman maka hukuman-hukumannya saling 

melengkapi pada tindak pidana yang hukumannya belum dilaksanakan. 

      Kedua, meskipun perbuatan tindak pidana yang dilakukannya itu 

berganda dan berbeda-beda macamnya, hukumannya bisa saling 

melengkapi dan cukup hanya dijatuhi satu hukuman dengan syarat 

hukuman yang dijatuhkan ini diterapkan untuk melindungi kepentingan 

yang sama atau mewujudkan tujuan yang sama. Misalnya, seseorang yang 

menghina pegawai pemerintah, menentangnya, dan menganiayanya maka 

atas ketiga perbuatannya tersebut, pelaku dijatuhi satu hukuman saja 

karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, 

yaitu untuk melindungi si pegawai dan pekerjaannya. 

      Contoh lainnya, seseorang yang memakan bangkai, darah, dan daging 

babi. Atas ketiga perbuatan tersebut pelaku dijatuhi satu hukuman karena 

hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu 

untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat.37 

2. Teori penyerapan (Naz}ariyatul Jab) 

                                                           
37Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamy 

Muqaranan bil Qonunil Wad’iy) Jilid III, Penerjemah: Tim Tsalisah-Bogor, (Jakarta: PT 

Karisma Ilmu,2007), 144. 
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      Pengertian penyerapan ialah menjatuhkan suatu hukuman yang 

mengakibatkan hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. 

Dalam hal ini, hukuman tersebut tidak lain adalah hukuman mati, dimana 

pelaksanaan hukuman tersebut dengan sendirinya menyerap hukuman-

hukuman yang lain. Dikalangan fukaha, belum ada kesepakatan tentang 

penerapan teori penyerapan. 

      Imam Maliki berpendapat bahwa setiap hukuman hudud yang 

berkumpul dengan hukuman mati sebagai hak Allah seperti tindak pidana 

murtad atau dengan hukuman kisas sebagai hak seseorang maka hukuman 

hudud tersebut tidak dapat dilaksanakan karena hukuman mati tersebut 

telah menyerap hukuman hudud tersebut, kecuali qadhaf, hukumannya 

tetap dilaksanakan kemudian dibunuh. 

       Imam Hambali berpendapat apabila berkumpul dua tindak pidan 

hudud sebagai hak Allah dan didalamnya ada hukuman mati, seperti 

mencuri dan berzina muh}s}an, meminum minuman keras, dan 

membunuh ketika melakukan perampokan maka, yang dilaksanakan 

hanya hukuman mati saja, sedangkan hukuman-hukuman yang lain gugur. 

       Imam Hanafi berpendapat, apabila terdapat gabungan hak manusia 

dengan hak Allah maka hak manusialah yang didahulukan karena 

manusia membutuhkan haknya. Bila hak tersebut sudah terlaksana maka, 

hak Allah tidak bisa dijalankan lagi. Jika seseorang membunuh lalu 

berzina ghayru muh}s}an lalu meminum-minuman keras, dia hanya 
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dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman kisas, sedangkan hukuman zina 

dan meminum minuman keras menjadi gugur. 

       Imam Syafii tidak mengakui adanya teori penyerapan. Menurutnya 

semua hukuman harus dijatuhkan selama tidak saling 

melengkapi(tad}ah}ul). Caranya dengan mendahulukan hak manusia yang 

bukan hukuman mati kemudian hak Allah yang bukan hukuman mati, 

setelah itu baru hukuman mati. Jika pelaku mati pada saat menjalani 

hukuman-hukuman yang sebelumnya, hapuslah hukuman-hukuman yang 

berikutnya. Dengan demikian Imam Syafii mengakhirkan hukuman mati 

karena ia tidak menggunakan teori penyerapan.38 

       Hukum Islam dan hukum konvensional sama-sama memakai teori 

berganda terbatas (verscherpte cumulatie) atas dasar pemikiran yang sama, 

yaitu bahwa seorang pelaku dapat dimaafkan ketika ia melakukan tindak 

pidan yang kedua karena ia belum mendapatkan hukuman atas tindak 

pidananya yang pertama. Meskipun demikian penerapan hukum Islam lebih 

teliti dalam hal menerapkan teori berganda dengan pembatasannya. 

       Pertama, teori saling memasuki sebagai jalan pembatasan terhadap 

bergandanya hukuman tidak dipakai keseluruhan (mutlak), tetapi dipakai 

untuk tindak pidana yang berulang-ulang dan untuk tindak pidana yang 

berbeda tetapi tujuan hukumannya sama, sedangkan untuk tindak pidan yang 

lain, teori tersebut tidak dipakai. Dalam hal ini hukum-hukum konvensional 

berbeda dengan hukum Islam. Hukum konvensional menganggap bahwa 

                                                           
38 Ibid., 146. 
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tidak adanya hukuman pada suatu tindak pidana cukup untuk menjadi alasan 

bagi si pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana yang lain, baik tindak 

pidana itu sejenis atau berbeda-beda. 

       Kedua, teori saling memasuki yang dipakai oleh fukaha lebih luas 

daripada yang dipakai oleh hukum konvensional, karena hukum konvensional 

hanyamengenal teori saling memasuki (penyerapan biasa) dalam satu keadaan 

saja, yaitu ketika pelaku melakukan beberapa tindak pidana untuk maksud 

yang sama, sedangkan hubungan antara tindak pidana-tindak pidana tersebut 

erat sekali sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Para pakar hukum 

konvensional menamakan sistem penjatuhan hukuman ini dengan 

“penyerapan” dengan alasan bahwa hukuman yang paling berat itulah yang 

dijatuhkan, akan tetapi yang benar adalah menamakan sistem tersebut dengan 

“saling melengkapi” karena semua tindak pidana dijatuhi satu hukuman 

saja.39 

       Ketiga, hukum konvensional membuat batas tertinggi bagi hukuman 

yang tidak boleh dilampaui, bagaimanapun banyaknya hukuman yang 

dijatuhkan, sedangkan hukum Islam tidak menerapkan demikian.40 

                                                           
39 Ibid., 147. 
40 Ibid., 148. 


